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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pengolahan data yang

diperoleh dari responden, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal

sebagai berikut :

i

Pelaksanaan pemberian Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan bagi sekolah
swasta di Kota Tangerang Selatan merupakan wewenang dari Pemerintah
Kota Tangerang Selatan dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah karena tanah yang menjadi obyek
sewa adalah tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Pengaturan mengenai Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan tersebut sudah
sesuai dengan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA. Pemberian Hak
Sewa Tanah Untuk Bangunan dibuat atas dasar perjanjian sewa antara
Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan pengurus yayasan pengelola
sekolah.

Pelaksanaan pemberian Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan bagi sekolah
swasta di Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya mewujudkan
perlindungan hukum bagi yayasan pengelola sekolah swasta sebagai pihak
penyewa. Ditinjau dari isi perjanjian sudah memenuhi syarat — syarat
perjanjian. Meskipun demikian syarat “sepakat mereka yang mengikatkan

diri” belum terpenuhi dalam perjanjian sewa tersebut.
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B. Saran

1.

Bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan :

a.

Perlu mengadakan sosialisasi mengenai berlakunya Hak Sewa Tanah
Untuk Bangunan bagi sekolah swasta di Kota Tangerang Selatan agar
pengurus yayasan pengelola sekolah mengetahui apa kewajiban dan
hak sebagai penyewa, sehingga dapat terjadi kata sepakat antara
yayasan pengelola sekolah dengan Pemerintah Kota Tangerang
Selatan dalam pemberlakuan Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan bagi
sekolah swasta tersebut.

Perlu meninjau kembali isi dari perjanjian sewa yang telah diterbitkan.
Pada saat membuat peraturan yang menjadi dasar penetapan sewa,
hendaknya mengingat peraturan perundang-undangan terkait. Karena
pihak penyewa yang diwajibkan untuk membayar sewa adalah
yayasan pengelola sekolah swasta, maka hendaknya mengingat
ketentuan dari Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan.

Hendaknya segera menindaklanjuti pengajuan keberatan yang
diajukan oleh pengurus yayasan pengelola sekolah swasta atas
besarnya nilai uang sewa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota
Tangerang Selatan, agar perlindungan hukum bagi yayasan pengelola

sekolah swasta sebagai pihak penyewa dapat terwujud.

82



2.

Bagi pengurus yayasan pengelola sekolah swasta :

a.

Hendaknya memahami peraturan perundang-undangan Pemerintah
Daerah/Kota setempat yang berkaitan dengan karya pendidikan yang
dikelola, sehingga dapat melaksanakan kewajiban dan memperoleh
hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hendaknya bersikap proaktif terhadap Pemerintah Kota Tangerang
Selatan dengan melakukan negosiasi mengenai pemberlakuan Hak
Sewa Tanah Untuk Bangunan bagi sekolah yang dikelolanya untuk

menghindari hal-hal yang merugikan bagi masa depan sekolah.
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKA
(BADAN KESBANGLINMAS )
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 03 Nopember 2015

Kepada Yth. :
Nomor : 074/2466/Kesbang/2015 Gubemur Banten
Perihal : Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Banten
di
SERANG
Memperhatikan surat :
Dari : Wakil Dekan | Fakultas Hukum Universitas Atma
Yogyakarta
Nomor ¢ 821/V/2015
Tanggal ¢ 30 Oktober 2015
Perihal ¢ ljin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan'untuk melaksanakan riset/pen
dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : “PELAKSAI
PEMBERIAN SEWA UNTUK BANGUNAN BAGI SEKOLAH SWASTA D
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA TANGERANG SELA

kepada :

Nama ¢ IRMINA TUTIK SUNDARI

NIM : 10858

No. HP/KTP : 085729707885 / 3308076412800001
Prodi/Jurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Waktu Penelitan : 09 Nopember s.d 31 Desember 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait
memberikan bantuanffasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormmati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di w
riset/ penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tid:
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali d
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hai
sebelum berakhimya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila te
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan makium.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubemur DIY (sebagai laporan);
é Wakil Dekan | Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSL &

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLI

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3I
JI. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (025

PENGANTAR PENELITIAN

NOMOR : 070/PP/340-Kesbangpol/2015

Serang, 10 November

Kepada Yth:
Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kota Tangerang Selatan
Di -
Tempat
Terlampir disampaikan Surat Pemberitahuan Penelitian Kepala Badan Kesatuan B:

dan Politik Provinsi Banten Nomor : 070/340-Kesbangpol/2015 tanggal 10 Nove
2015 tentang Rekomendasi Penelitian yang diberikan kepada :

Nama : Irmina Tutik Sundari

NIM/NIP/KTP : 120510858

Alamat ;L. Mliwis 4 Demangan Baru RT/RW 010/002 Desa/
’ Catur Tunggal Kec. Depok - Kabupaten Sleman DIY

Judul Penelitfan : Pelaksanaan Pemberian Sewa Untuk Bangunan

Sekolah Swasta Dalam Mewujudkan Perlindungan Hul
di Kota Tangerang Selatan

Maksud dan Tujuan . Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembe
' hak sewa untuk bangunan bagi sekolah swasta di ]
Tangerang Selatan

Demikian disampaikan, untuk menjadi pertimbangan.

Tembusan Yth ;
Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten (sebagai laporan).




BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLT

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B‘
JI. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITI,
Nomor : 070 /340-Kesbangpol /2015

Membaca : Surat Kepala badan Kesbanglinmas Daerah Istime
Yogyakarta Nomor : 074/2466/Kesbang/2015, Tangga
November 2015, Perihal Rekomendasi Penelitian.
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tat
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departen
Dalam Negeri;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2(
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dal
Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedon
Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2(
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organis
Perangkat Daerah Provinsi Banten. '

Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan
MEMBERITAHUKAN BAHWA
Nama : Irmina Tutik Sundari
Alamat : Jl. Mliwis 4 Demangan Baru RT/RW 010/002 Desa/k
, Catur Tunggal Kec. Depok - Kabupaten Sleman DIY

NIM/NIP/KTP : 120510858

Pekerjaan : Biarawati

Kebangsaan : Indonesia

Judul Penelitian : Pelaksanaan Pemberian Sewa Untuk Bangunan Bagi Sekol
Swasta Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum di K«
Tangerang Selatan

Bidang : Hukum

Daerah Penelitian : Kota Tangerang Selatan

Lama Penelitian : November 2015 - April 2016

Pengikut Peserta Do

Status Penelitian : Baru

Penanggungjawab : F.XEndro Susilo, SH, LLM

Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian t
sewa untuk bangunan bagi sekolah swasta di K

Tangerang Selatan




ar

-2-

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEB:
BERIKUT:

1.

Melaporkan kedatangannya, kepada Bupati / Walikota cq.Kepala Badan/ K:
Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat pemberita
ini;

Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/PKL yang tidak sesuai / tidak
kaitannya dengan penelitian dimaksud;

Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta meénginda
adat istiadat setempat;

Apabila masa berlakunya Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedan
pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/PKL h
diajukan kembali kepada instansi pemberi ijin;

Setelah selesai melakukan Kegiatan Penelitian/Survey/PKL, agar segera melapo
hasilnya ke Gubernur cq.Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten, p:
lambat 6 bulan setelah penelitian.

Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, ap:
ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindal
ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas;

Kepada semua instansi/lembaga yang terkait agar dapat memakluminya.

Serang, 10 November 2015




PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KESBANGPOLINMAS

JI.Puspitek No.1,Kecamatan Setu

Looemr=>~ Kota Tangerang Selatan-Prov Banten
- e —————

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/5?(, IKesbangpolinmas/2015

MEMBACA : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten: 070/PP/3
Kebangpoll2015 Tanggal 10 November 2015 Perihal pengantar penelitian.
MENGINGAT 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130 Tahun 2003 tent

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 Tanggal 5
1972 tentang keglatan Riset dan Survei diwajibkan melapor diri kep

epaiatoa St atyat ng dltun’uk
3. KeglhiSan] fé@ﬁﬂf@ﬁ@rsﬁ ﬁtlk Nomor : 14 Tahun 1981 tent

rat“PembentahﬂamPenehtraw(@PP@)'
MEMPERHATIKAN . Proppsal Penelman Ybs é

MEMBERITAHUKAN BAHV@
NAMA  Irmia TutiK Sundafl -
NIM 1205010858 .
FAKULTAS : Hukdm~ = »
JUDUL PENELITIAN . "P berian Se Tﬁk banggna xbagi sekolah swasta da

erang Selatan”

1 LOKASI PENELITIAN : Kot
LAMA PENELITIAN e&aem 015 siApiil 2016

MAKSUD DAN Untﬁk nfengetahui  bagaimana l?‘s néér/\ pemberian hak sewa u
TUJUAN bangunan gi?sgj; é‘,‘,@}a@%\ ngerang Selatan.

g
Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut dlatas dan berdasarkan pertimbangan kelengkapan penelit

dengan ini memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di lokasi yang dituju den
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Walikota Cq Kepala Ba
Kesbangpolinmas dengan menunjukkan surat pemberitahuan.

2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuailtidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimakst

3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.

4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum sele
perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.

5. Hasil kajian/penelitian agar dapat diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada Badan Kesbangpolinmas Kota
Tangerang Selatan.

% 6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila temyata pemegang Surat

' Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkandi  : Setu
Padatanggal  : 13 November 2015
ERALA BADAN KESBANGPOLINMAS

' .1967090519933 1003

Tembusan :
1. Yth. Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan (Sebagai Laporan}) ;
2. Yth. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
3. Yang Bersangkutan;
4, Arsip




BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDOR
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BAM

Ruko Golden Road Blok C.27 No 59-61 BSD Tangerang Selatan Telp ( 021 ) 531!

SURAT KETERANGAN

Nomor : 84 /to-26- 03-62/%<([2a T
:‘Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. ALEN SAPUTRA, SH, MKn
NIP ¢ 19650922 199103 1 001
'Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan ] : Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten.
Dengan ini menerangkan, bahwa :
Nama : IRMINA TUTIK SUNDARI
- NIM : 10858
. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Fakultas : Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Telah melaksanakan Riset/Penelitian di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Provinsi Ban
- pada tanggal 13 November 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, (&, November 2015.




UN‘IVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum '

Nomor : 823/V ' Yogyakarta, 30 Oktober 2015
Hal : Ijin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir
harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu
data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak
diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

'Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan
_ ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Irmina Tutik Sundari

2. Nomor Mahasiswa : 10858

3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

4. Lokasi Riset : Tangerang

5. Dosen Pembimbing I : Dr.V.Hari Supriyanto,SH.,M.Hum

Dosen Pembimbing II

6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Hak Sewa Untuk Bangunan Bagi
Sekolah Swasta Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Di
Kota Tangerang Selatan

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Tembusan :
- Arsip

JI. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086
Telp. +62-274-514319, 561031 Fax. +62-274-547973
. Website : //www.uajy.ac.id E-mail : hukum@mail.uajy.ac.id




PEMERINTAH KOTA TAN GERANG SELATAN :
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGANM

DAN ASET DAERAH .
Il. Raya Witana Harja Komplek Sasmita Jaya Witdria Harja Kota Tangerang Selat

Telp./Fax. 021-7441668

1
Y . 1
- " o X3
. 1

) -~
.

AN ‘ Pamulang, September 2012
Kepada;
Nomor : 032 d - DPPKAD /2012 -~ Yth. Yayasan UMARA
Sifat : Segera di
Lampiran : 1 (satu) Lembar TEMPAT
Perihal : Konfirmasi Penggunaan tanah

fasilitas sosial milik Pemerintah
Kota Tangerang Selatan.

Menindaklanjuti Surat Yayasan Untuk Masyarakat Sejahtera (UMARA)
Nomor : 239/YU-3/31.10 Tanggal 29 April 2010 perihal pokok surat dimaksud
(terlampir). Kami beritahukan dengan terbitnya Perwal No.7 Tahun 2012 tentang
Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang-dan Peraturan Bupati
Tangerang tentang Retribusi Daerah di Kota Tangerang Selatan, maka untuk
perpanjangan persetujuan penggunaan tanah fasilitas sosial tersebut mengacu
kepada Perwal tersebut.

Sehubungan dengan habisnya ijin pemanfaatan fasilitas sosial oleh
Yayasan UMARA, harap segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan cq
Kepala Bidang Aset . JI. Raya Witana Harja Komplek_'-Sasmita Jaya Witana Telp
(021) 744-1668 Kel.Pamulang Barat, Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan
paling lambat tanggal 17 September 2012.

Demlklan disampaikan atas kerjasamanya dlucapkan terima kasih.

[T
E=

KEPALA,
... Selaku
{Pembantu Pengelola
Barang Milik Daerah)

'\WZ

_ Pembfna Utama Muda
NIP 19610903 199102 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1.  Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);

2.  Wakil WaliKota Tangerang Selatan (sebagai laporan),
3. Inspektur Kota Tangerang Selatan.




PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

JL Raya Serpong Km.16 / JI. Pahlawan Seribu Cilenggang — Serpong, 1532°
Kota Tangerang Selatan Telp. (021) 53157218, 53151218 - Fax. (021) 53157217

Serpong, 20 Agustus 2013

Nomor o5 156> [OPPKAD/2013 Kepada;

Sifat :Segera Yth. Yayasan UMARA
Lampiran  : 1 (satu) lembar di -

Perinal : Undangan Pembahasan TEMPAT

Perjanjian Sewa

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Walike
Tangerang Selatan tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Mi
Pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Yayasan Umara unt
Pendidikan Non Negeri, dengan ini diminta kehadiran Saudara unt

hadir pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2013

Waktu : 11.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Kepala Seksi Pemanfaatan d
Pemberdayaan Aset DPPKAD Kota Tangera
Sel?,tan

. lt{aya Serporg Km.16 / JI. Pahlawan Seri
Cilenggang — Serpong, 15327 Kota Tangera
Selatan Telp.(021) 53157218, 53151218 - F:
(021) 53157217.

Acara : Pembahasan Perjanjian Sewa-Pemanfaatan Tan
Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Mengingat pentingnya acara tersebut, agar hadir tepat pe
waktunya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapk
terimakasih.

e “’Pembma Utama Muda
NIP.19610903 199102 1 001
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.



. PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANG
| © DANASET DAERAH
J. Raya Serpong Km. 16 / JI. Pahlawan Seribu Cilenggang - Serpong, 15327
Kota Tangerang Selatan Telp. (021) 53157218, 53151218 - Fax. (021) 53157217

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Serpong, 26 Maret 2014

032/ 363 - DPPKAD/2014 Kepada;
Segera Yth. (DAFTAR TERLAMPIR)
1 (satu) lembar di -

Undangan Pemanfaatan BMD
TEMPAT

Berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan nom
800.05/Kep.227-Huk/2012 tentang Pembentukan Tim Pendayagi
Aset/Barang Millk Daerah Kota Tangerang Selatan, dengan ini
mengundang kehadiran Saudara pada. :

Hari/tanggal : ( TERLAMPIR )
Waktu : ( TERLAMPIR )
Tempat : Ruang Aula DPPKAD Kota Tangerang Selatan -

Jl. Raya Serpong Km.16 / Jl.Pahlawan Seribu Cilenge
Serpong, 15327.
Acara : 1. Pembahasan Pemanfaatan Lahan Parkir;
2. Pembahasan perjanjian sewa tindak lanjut Kep
Walikota tentang Persetujuan Pemanfaatan Tana

Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk Penc
Non Negeri .

Catatan : Agar membawa Surat Keterangan Lurah setempat
dengan NJOP dan Harga Pasar atas tanah masing-t
lokasi keadaan Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.

Mengingat pentingnya Acara dimaksdg loigy dir tepat
waktunya. '

4, -AL;;ﬁgl’-x 1 |
Pembina Utama Mud:
NIP. 19610903 199102 1

' Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang Selatan;

3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;

4, Inspektur Kota Tangerang Selatan.



Lampiran  : Surat Undang’an

Nomor
Tentang

 DAFTAR UNDANGAN

: 032/ 33 - -DPPKAD/2014 |
: Undangan Pemanfaatan BMD

WAKTU

NO | HARI/ URAIAN TERUNDANG
TANGGAL -
1 Selasa | 09.00 - | Pembahasan Pemanfaatan | 1. Pengelola Parkir Pertokoan Su
01 April | Selesai | Lahan Parkir. 2. Pengelola Parkir Villa Melati
2014 3. Pengelola  Parkir RSUD Te
Selatan.

2 Rabu, 09.00 - | Pembahasan Perjanjian | 1. Pengurus Yayasan Al Hasani'
02 April | Selesai | sewa tindak lanjut | 2, Pengurus Yayasan Bhakti

2014 Keputusan Walikota tentang dikan Nasional;
Persetujuan  Pemanfaatan | 3 papgiirus Dharma  Putri

Tanah Milik Pemerintah Kota
Tanggerang Selatan untuk
Pendidikan Non Negeri.

Materdeii
4. Pengurus Yayasan Seruni Pu
5. Pengurus Yayasan UMARA.




LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

' PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

0% TARUN 2011
9 SEPTEMBER 2011
RETRIBUSI JASA USAHA

| N Suaten
@I \-m?c

o7 G

I. PEMAKAIAN TANAH
A Untuk Sarana

Penggunaan/Peruntukan

Klasifikasi Harga

Y
Retribusi Pemakaian

Tanah/Tahun

1]
i
! :
Y ) . 4 <lar an
| 1. | Sarana Peribadatan/Sosial 09 x (VOP*Adagalasaamy o 1 a5 Tanah
1]
i : 2 .
i ; . .
H 1 v g T 0 +
‘@ ! Sarana Pendidikan Nor Negeri | 1,5% x (" Farga Fasarany 1 uas Tanah
; | \ 2
| — : - +Harea Po
{ 3. 1 Sarana Perumzhan 2% x (\JOF+HagePasarany o a Tanah
| ! 2
. 4. ! Sarana Pelayanan Umum 1 % x (JCF+Harga Pasarany ' ‘Luas Tanah

i
H

9

i -
5. | Komersial

;2.50/0){(

o -
MJOP+Harga Pasaran) K

Luas Tanah

~

o

‘ B. Untuk Rekiame

; ]
tNo | Jenis Penggunaan
i

. Luas Penggunaan

Tanah

Tarif

!. . Tanah milik Pemda pada Jalan

i Kabupaten

5.d. luas 10 m?

“Rp.7.500,00./m%Tahun

i

s.d. luas 50 m®

Rp.10.500,00./m*/Tahun

|

Lebih SO m~

Rp.12.000,00./m*/Tahun

[y

Tanah milik Pemda pada Jjalan
Desa

s.d. luas 10 rn?

Rp.5.000,00./m*/Tahun

s.d. iuas 50 m?

Rp.7.500,00./m*“/Tahyn

T
i
‘ L.

Lebih 50 m*

Rp.10.000,00./m*/Tahun

|

.  SEWA AULA GEDUNG

U . Tarif (Rp.)/ se-kali pakai

a Gedung Rapat Umum { +  Resepsi

. _i. | Gedung Serba Guna 1.000.000,00. .--1.500.000,00.

I 2. i Gedung Wanita 750.000,00. 1.500.000,00.

i 3. i Aula Kwarcab 500.000,00. 1.000.000,00.

| 4. | Aula Gedung Korpri 500.000,00. 1.000.000,00.
5. | Aula Badan Lingkungan Hidup 500.000,00. 1.000.000,00.
6. 1 Aula Masjid Al Amzad Tigaraksa 1.000.000,00. 3.000.000,00.

7. | Aula Dinas Pendidikan ' 500.000,00. 1.000.000,00.

¢ 8. | Aula Diklat Curug .- 501.000,00. 1.000.000,00.

i 9. | Aula [slamic Center 573.000.00. 1.000.000,00.

Keterangan :

1. Biaya tersebut di atas belum termasuk sewa kursi dan sound system. dengan vincian :
a. Sewa kursi per buah sebesar Rp.3.000,00.
b. Sound System per paket Rp.1.000.000.00.

sebesar Rp.250.000,00./jam.

2. Penggunaan waktu untuk acara resepsi selama 3 (tiga) jam dan tambahan waktu (charge)




WALIKOTA TANGERANG SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 032.1/Kep.153-Huk /2013
o TENTANG
PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH
~ MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
OLEH PERKUMPULAN DHARMA PUTRI SDK MATER DEI
UNTUK PENDIDIKAN NON NEGERI

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Meriimbang - ¢ a. bahwa untuk mengoptimalkan daya guna
hasil guria batang rhilik daerah sebagai w
dukungan - pemerintah terhadap peran
swasta dalam penyelenggaraan pendidikan,
untuk melaksanakan ketentuan Pasal
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 ter
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemer
Kota Tangerang Selatan dapat mendayagun
barang milik daerah dalam bentuk sewa;

b. bahwa berdasarkan surat Perkumpulan Dh
Putri SDK Mater Dei Nomor : 88/E.14
MD/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 pe
Permohonan Ijin Pemanfdatan Tanah Fas
Sosial dan Fasilitas Umum, dipandang
mengalokasikan sebagian sarana S
+ 3.000M?2 untuk pendidikan non negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaii
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diteta
Keputusan Walikota tentang Persett
Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah
Tangerang Selatan Oleh Perkumpulan Dh
‘ Putri SDK Mater Dei untuk Pendidikan
I:I_eggri;




Meﬁgingat

g

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenta

Perbendaharaan - Negara (Lembaran Nega

Repubhk fIﬁddnk_:‘s_ia-. Tahun 2004 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Normor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenta
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub

'Indone__svia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah

Lembaran Negara Republik--Indonesia - Nom

4437). sebagaimana telah diubah beberapa k

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tah:
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undar

‘,Undan‘g Nomor 32 Tahun 2004 tenta
Pemerintahan Daerah (Lemibaran Negara Repub

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Norr
4654);

Undang’—-Undang'Nomor 51 Tahun 2008 tenta
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provii
Banten (Lembaran Negara Republik Indone:
Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta
Pembentukan  Peraturan Perundang-undang
(Lembaran Ne‘gara Republik Indonesia Tah
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neg:
Nomor 5234); -

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20
tentang Perigelolaan Barang Milik Negara/Daer

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah

2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Neg:
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaime
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Non
38 Tahun 2008 tentang Perubahan A

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2(

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dael
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tak
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Neg

Republik Indonesia Nomor 4855);

g



Memperhatikan

Peraturan ﬁéetah Kota Tangerang Selatan Norr

06 Tahun 2010 tentang Organisasi _Pcrarigl

D_aerah (Lemb"éljér_i Daerah Kota Tangera
Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambah
Lembaran Daerah Kota Tangerang Seélatan Non

0610);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Non
10 Télhun 2011 tentang Pengelolaan Barang M
Daeréh (Lembaran | Daerah Kota Tangers
Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambal
Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nor

1011);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tal
2007 tentang Pedoman Teknis Pengclolaan Bar

Milik Daerah;

Keputusan Walikota Nomor 800.5/Kep.2
Huk/2012 tentang Pembentukan
Pendayagunaan Aset/Barang Milik Daerah F

Tangerang Selatan;

Surat Perkumpulan Dharmaputri SDK Mater
No.88/E.14/SD-MD/VII/2011 tentang S
Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan ta
Pemerintah Kota Tangerang Selatan Ur

Fasilitas Pendidikan;

Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendape
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Non
032/071-DPPKAD/2013 tanggal 15 April !
tentang Penyampaian Net Konsep Keput
Walikota tentang Pemanfaatan Tanah Sa
Sosial Milik Pemerintah Kota Tangerang Se
oleh Pihak Lain Peruntukan Sarana Pendic

Non Negeri,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Menyetujui pemanfaatan tanah milik Pémerintah Kot

’I‘ange'ra'ng‘[S'élat?ah “oleh Perkumpﬁlan Dharma Put

SDK MaterDei un__tuk'pendidikan ron negeri denga

lokasi dan status tanah sebagaimana tercantum dalai

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahka
dengan Keputusan ini. '

Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dala

diktum KESATU hatus memenuhi ketentuan sebag

berikut : :

a. tanah hanya 'dipcrgunakan untuk kepenting
pendidikan = non  negeri  berikut  fasilit
penunjangnya; -

b. terhadap' rencana ,per_nbangunan at
pengembangan fasilitas 'p‘endidikén non neg
dan sarana peﬁunjané lainnyé agar Perkumpul
Dharma Putri SDK Mater Dei memperoleh i
sesuai keténtua’n peraturan perundat
undangan; dan

c. Perkumpulan Dharma Putri SDK Mater Dei tic
diperbolehkan - mengalihkan sebagian  af
seluruh tanah dalam bentuk dan cara apar
kepada pihak lain.

Pemanfaatan tanah . sebagaimana dimaksud dal

diktum KESATU, dituangkan dalam perjanjian s

antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelol

Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Sele

selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Dae

dengan Perkumpulan Dharma Putri SDK Mater Dei

Apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah t
sesuai dengan diktum KESATU sampai dengan dik
KETIGA, maka keputusan ini dapat dicabut atau t

* demi Aukum.



gL

'KELIMA : Keputusan ini b'ej;rléku seléfn'a 5 (Lima) Tahun de
dapat "d_iper‘paﬁjang. kembali dengan mengajﬁks
permbhoné’m '~'k’épada Pernerintah Kota Téngeral
Selatan .palin‘g lambat 3 (tiga) bulan sebelu
Keputusan' ini bcfakhi’r. o
KEENAM ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggaﬂ ditetapke

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ma

akan dilakukan perbaikan senbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 5 Juli 2013

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Tembusan:

. Yth. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan.
. Yth. Sdr. Inspektur Kota Tangerang Selatan., :

. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,;
. Yth. Sdr: Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu;

. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan.

G HA WK -




LAMPIRAN =
¥ : KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAi
NOMOR 032.1/Kép:153~ Huk/2013
S | TENTANG PERSETUJUAN A PEMANFAA
e : SARANA MILIK PEMERINTAH KOTA TANGER
N SELATAN OLEH PERKUMPULAN DHARMAPLU
| SDK MATER DEI UNTUK PENDIDIKAN 1

NEGERI.
L LOKASI
DENAH LOKASI
Jalan:
&
B
('Y
G A
T LOKASY
o : v
® .
D - Tanah Adat
S :
Kavling Komersil ' <
a. Luas Tanah : +3.000 M2,
b. Lokasi : Jalan Witana Harja Raya
- RT/RW
- Kelurahan : Pamulang Barat
- Kecamatan : Pamulang
- Kota : Tangerang Selatan
II. STATUS TANAH
a. Status Pemilikan . Tanah Milik Pemerintah Kota Tang
‘ Selatan.
b. Penggunaan Tanah . Sarana Pendidikan dan Fa:

Pendukung Lainnya.

. WALIKOTA
AERANG SELATAN,

MI DIANY




PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PEN DAPATAN PENGELOLAAN KEUANGA"
~ DANASET DAERAH
3. Raya Serpong Km.16 / Ji. Pahlawan Seribu Cilenggang — Serpong, 15327
Kota Tangerang Selatan Telp. (021) 53157218, 53151218 - Fax. (021) 53157217

PERJANJIAN SEWA

Nomor :
Nomor : -

TENTANG
PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATA
OLEH YAYASAN UMARA UNTUK PENDIDIKAN NON NEGERI
ANTARA
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN SELAKU
PEMBANTU PENGELOLA BARANG
DENGAN
PENGURUS YAYASAN UMARA

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juli Tahun Dua Ribu ’
Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. H.UUS KUSNADI, SE,M.Si : Kepala DPPKAD Kota  Tanger
Selatan selaku Pembantu Penge
Barang kedudukan di Tanger
Selatan, dalam hal ini bertindak ur
dan atas nama Pemerintah ]
Tangerang Selatan. Selanjutnya dist
PIHAK KESATU

2. Drs.H.M.SYABANDI S : Berkedudukan di Vila Dago Boule
Blok G, Kelurahan Benda I
Kecamatan Pamulang, dalam hal
bertindak untuk dén atas n
Yayasan Umarg_._é._ vang selanju
disebut PIHAK KEDUA




Para pihak sepakat untuk menuangkan perjanjian Sewa atas Pémahfa:

Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Yayasan Umara ur
Pendidikan Non Negeri berdasarkan;

1.

Dalam kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

(1)

(4)

(1)

Peraturan Walikota Tangerang Selatau Nomor 10 Tahun 2011 ten
Pengelolaan Barang Daerah;

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2012 ten
Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Ta
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 032.1/ Kép.
Huk/2013 tentang Pemenfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Tahgei
Selatan oleh Yayasan Umars untuk Pendidikan Non Negeri.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Sewa adalah penyerahan hak penggunaan dan pemanfaatan tanah 1
Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada yayasan Umara w
pendidikan non negeri dengan imbalan dan jangka waktu tertentu;

Penyewaan satas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbaa
daya guna dan hasil guna atas barang milik daerah;

Besaran Sewa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali
Tangerang Sclatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Perat
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retri

Jasa Usaha;

Kas Daerah Kota Tangerang Selatan adalah Rekening 000680320:
pada Bank Jabar Banten.

BAB I
RUANG LINGKUP
| Pasal 2
Perjanjian Sewa tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah
Tangerang Selatan oleh Yayasan Umara untuk pendidkan non r
adalah perikatan hukum antara Pemerintah Kota Tangerang Se
dengan Yayasan Umara atas pemanfaatan barang milik daerah be

tanah seluas + 3.900 M2;



RS o RS L s

(2) Lokasi tanah seluas + 3.900 M2 sebagaimana dimaksud ayat (1) ter
di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Sela

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
PIHAK KESATU

Pasal 3

(1) Pihak Kesatu berhak atas tanah seluas + 3.900 M2 yang peroleha:
berasal dari penyerahan penye_lenggéra perumahan dan permuk
peruntukan sarana pada kawesan permukiman sebagaimana keten
yang berlaku;

(2) Pihak kesatu berhak untuk menetapkan harga sewa atas t
sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan pemakaian t
untuk sarana pendidikan non negeri sebagaimana dimaksud pa:
ayat (3);

(3 Pihak Kesatu berhak atas tanah seluas + 3:900 M? scbagai
dimaksud ayat (1) untuk pemanfaatan lain berdasarkan rencana u
tata ruang dan ditebaskan dari kewajiban mengganti nilai pemal
tanah sebelum habis masa pemanfaatan termasuk tanaman
bangunan yang berdiri diatasnya.

Pasal 4

(1) Pihak Kesatu berkewajiban untuk melakukan pembinaan
pengawasan atas pemanfaatan tanah oleh Yayasan - ~Umarat

Pendidikan Non Negeri secara berkala;

(2) Pihak Kesatu berkewajiban untuk melakukan pengamanan barang
daerah dengan pemasangan papan nama aset pada lokasi sebagai
dimaksud pasal 2 ayat (2);

(3) Pihak Kesatu berkewajiban mentaati perjanjian sewa sebagai

tertuang dalam pasal-pasal perjanjian ini.

Bagian Kedua
PIHAK KEDUA
Pasal 5

(1) Pihak Kedua berhak untuk memanfaatkan tanah sebagaimana dim
pasal 3 ayat (1) untuk Pembangunan Sarana Pendidikan Non Negeri



fasilitas pendukung lainnya terhitung perjanjian sewa ini ditandate
sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 6

(1) Pihak Kedua berkewajiban untuk mengurus perizinan berkaitan d
pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pasal § ayat (1);

(2) Pihak Kedua berkewajiban membayar Pajak atas Bumi dan Ban
atas pemanfaatan tanah dan pendirian bangunan sebagaimana dim:

pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1)

(3) Pihak Kedua berkewajiban untuk tidak memindahtangankan penge
tanpa izin pihak Kesatu;

(4) Pihak Kedua berkewajiban untuk mentaati perjanjian sewa scbagai
tertuang dalam pasal — pasal perjanjian ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Jangka Waktu Perjanjian Sewa adaiah 5 (lima) Tahun:terhitung ditandate
para pihak den dapat diperpanjar.g dengan mengajukan permohonan ke
3 (tiga) Bulan sebelum habis masa waktunya.

BAB V
TATA CARA
Pasal 8

(1) Pemakaian tanah untuk sarana pendidikan non negeri adalah bagia
pendapatan Lain-lain Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diset
langsung oleh Penyewa Ke Rekening Kas Daerah Kota Tangerang Se
kode rekening 4 1 4 11 02;

(2) Penyetoran pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilal
S (iima) Tahun sekaligus dengan nilai pertahun sebesar Rp 23.985.0!

(3) Besaran pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan a
harus dilunasi dengan batas waktu 1 (satu) Tahun terhitung perjanj:
ditandatangani.
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" BABVI
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAEJURE)
Pasal 9
Apabila terjadi keadaan yang berakibat tidak dapat dilaksanak
operasional pemanfaatan sebagai akibat bencana alam, kerusuhan masét
kebakaran perjanjian sewa ini tidak berlaku, untuk éelanjutnya dapat di
kembali. - |
| BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ¢, -
Pasal 10 A

(1) Apabila tejadi peselisahan antara para pihak akan diselesaikan :
rmusyawarah mufakat;

(2) Apebila tideak terjadi mufdkat sebagaimma dimeaeksud ayat (1)
diselesaikan pada pengadilan Negeri Tangerang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian Sewa ini merupakan Dokumen yang dipersamakan dengan
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). ‘

Pasal 12

Demikian perjanjian ini kami buat dan ditandatangani dalam re

4 (empat) masing-masing bermaterai cukup, untuk dipergunakan seperlv

Ditandatangangani: Tangerang S

pada tanggal : 8 Juli 2013
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
YAYASAN UMARA KEFALA DPPKAD
Selaku Pengelola KOTA TANGERANG SELAT/

Selaku PemBantu Pengelola Ba

(Drs.H.M.SYABANDI S) (H.UUS KUSNADI, SE,M.§
Pembina Utama Muda
NIP.19610903 1299102 1 Of



- PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUAM

DAN ASET DAERAH
» JI. Raya Serpong Km. 16 Kel. Cilenggang - Kec. Serpong,
Kota Tangerang Selatan 15327 Telp. (021) 53157218, 53151218 - Fax. (021) 62

N,
<
N

Tangerahg Selatan, 6 vt 201
Kepada;
Nomor : 032 %! -DPPKAD/2014 Yth. Pimpinan Yayasan Umara
Sifat - : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas di -
Perihal 1 Penyelesaian Tindak Lanjut - TEMPAT
LHP BPK- Rl Perwakilan Propinsi Banten

Menindak lanjuti surat kami terdahulu perihal Tindak Lanjut LHP BPK
Perwakilan Provinsi Banten atas Manajemen Aset di Pemerintah Kota Tanger:
Selatan Nomor: 04/LHP/XVI1il.Srg/2014 tanggé!‘ 15 April 2014, bersama
disampaikan agar saudara segera melakukan® penyelesaian atas tem
pemanfaatan aset hasil Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang sudah beral
:*f masa perjanjlan tetapl belum diperpanjang dan belum dikenakan retrit
pemakaian kekayaan daerah, dengan melakukan penyetoran uang sejurr
Rp'85.'708.350,00 (Delapan Puluh Lima Juta Tyjuh Ratus Delapan Ribu 1
Ratus Lima Puluh Rupiah) per tahun terhitung dari tahun 2012 ke Kas Dae
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, rekening Bank Jabar Banten Noi
0006803202001 uraian “Setoran Pendapatan dari Pengembatian atas ‘h

Temuan APIP/APEP” kode rekening 4.1.4.10.06. . ’ '

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.'

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten di Serang;
2. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);

3. \Wakil WaliKota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
4. Inspektur Kota Tangerang Selatan.

[ e
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KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Ji. Raya Serpong Km. 16 Kel. Cllenggang - Kec. Serpong, 15327
Kota Tangerang Selatan Telp. (021) 53157218, 53151218 - Fax. (021) 53157.

Tangerang Selatan, 3Juli '2015

Kepada;
Nomor  : 032/ 1248 - Aset/ 2015 Yth. Pimpinan Yayasan Bhakti
Sifat . Penting Pendidikan Nesicmal
Lampiran : 1 (satu) Berkas di - ,
Perihal . Teguran Pertama Penyelesaian
Tindak Lanjut LHP BPK-RI JEMPAT

Perwakilan Propinsi Banten

Menindak lanjuti surat kami terdahulu Nomor: 032/273-DPPKAL
tanggal 16 Juli 2014 (terlampir), bersama ini disampaikan Surat TEG
PERTAMA agar Saudara segera melakukan penyelesaian atas t
pemanfaatan aset hasil Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang sudah.b
masa perjanjian tetapi belum diperpanjang dan belum dikenakan r
pemakaian kekayaan daerah, dengan melakukan penyetoran uang se
Rp 41.161.605,00 (Empat Pmuh Satu Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribt
Ratus Lima Rupiah) per tahun terhitung dari tahun 2012 ke Kas !
Pemerinta_h-;Koa Tangerang Selatan, rekening Bank Jabar Banten
0006803202001 uraian “Setoran Pendapatan dari Pengembalian ata
Temuan APIP/APEP" kode rekening 4.1.4.10.06.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasil

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten di Serang;

2. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
3. Wakil WaliKota Tangerang Selatan (sebagai laporan),
4. Inspektur Kota Tangerang Selatan.
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Seear

"Nilai Sewa (Per ]

No Pemohon Nama Pengembang Nama Perumahan Peruntukan Lokasi Luas Tanah (M?) Env.. Tahun)
1 |Yayasan Bukit Indah ~ PT. Bukit Indah Perumahan Bukit Indah Sarana Pendidikan (TK) |Kec. Ciputat 750 | 1.032.000 | . 13.351.500.
2 |Yayasan Perguruan Nusa Indah  ,JPT. Bukit Nusa Indah  |Perum Bukit Nusa Indah, Ds. Serua Kec. Clputat 5.700 | 1.032.000 101.471.400
3 |Yayasan Seruni Putih PT. Bumi Upaya Griya |Perum Pondok Benda Sarana Pendidikan |Kec. Pamulang - 1.000 | 916.000 15.802.000
4 |Yayasan Amanah PT. Bumi Upaya Griya |Perum Pamulang Permai | ‘ Kec. Pamulang 2.500 | - 916.000 | 39,502:500
5 |Yayasan Nurul iman - PT. Pamulang Indah Perum Pamulang indah, Ds. Pamulang Timur -|Kec. Pamulang - 390 916.000 6.162.390 |
6 |Yayasan Umara ~ |PT. Villa Dago Perum Villa Dago, Ds. Benda Baru Kec. Pamulang 3.900 | 1.274,000 . 85.708.350
7_|Yayasan Marga Bukit Indah .- |Tanah Milik Pemda Bukit Indah Sarana Pendidikan Kec. Clputat 500 | 1.032.000 8.901.000
8 |Yayasan Puteri Materdel PT. S. Widjojo Perum Witana Harja Sarana Pendidikan (SDK) |Kec. Pamulang 3.000| - 916.000 47.403.000 .

TOTAL

" 318.301.140




PERKUMPULAN SANTA PERAWAN MARIA
Jalan Dokter Moh Saleh 25
Telepon (0335) 433444, Faksimile 420883
E-mail: sekr-spmprovmdo@hotmall com
PROBOLINGGO 67211 (JATIM) - INDONESIA

Nomor

Perihal

: 448/Perk. SPM/Ekstern/X/2015 12 Oktober 2015
Lampiran : Satu bendel

: Surat Keberatan

Yang terhormat,

Bapak
Kepala

H. Uus Kusnadi, SE,M.Si
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Tangerang Selatan
Tangerang Selatan

Dengan hormat,

Semoga Bapak selalu mendapat perlindungan Allah yang Mahabaik karena kemurahan
kasih-Nya, menjadi perantara keba]xkan Allah yang telah menmptakan kita, manusia yang
rapuh dan lemabh ini.

Menanggapi surat Bapak tanggal, 3 Juli 2015 nomor: 032/1245-Aset/2015 tentang surat
teguran pertama, tentang penyelesaian atas temuan pemanfaatan aset hasil Prasarana

Sarana

Utilitas (PSU), mohon diperkenankan dengan ini kami menyampaikan permohonan

sebagai berikut :

1

Bahwa berdasarkan riwayat sejarahnya persil/tanah dan bangunan SDK Mater Dei
adalah sebidang persil/tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 35/Pamulang seluas
3000M2 sesuai Plan PT. S. WIDJOJO dengan pembicaraan dengan Keuskupan Agung
Jakarta tanggal 17 Pebruari 1986 serta surat menyurat sejak tanggal 21 Pebruar
1986, dihibahkan untuk Fasilitas. Sosial di Bidang Pendidikan yang diserahkar
dengan cuma-cuma (dihibahkan) dari PT. S. WIDJOJO melalui Persetujuan Keus
kupan Agung Jakarta untuk digunakan sebagai Fasilitas Sosial/Sarana Pendidikar
TK/SD Strada Sanjaya.

Bahwa mulai tertanggal 6 Agustus 1986 dari Perkumpulan Strada Sanjaya dialihkai
secara resmi kepada Perkumpulan Santa Perawan Maria. (Surat-terlampir)

Bahwa pada tahun 1988, agar kami bisa membuat akta peralihan dan mendaftarkai
baliknama Sertipikat Hak Milik No. 35/Pamulang, kami telah mengurus tanda bukt
pemberian dengan cuma-cuma (hibah) dari PT. S WDJOJO tanah untuk menda
patkan Sertipikat/Tanda Bukti Hak Kepemilikan dan telah mendapat Rekomen
dasi/Ijin dari Bupati KDH Tingkat Il Tangerang no. : 593.460/787-Um/1988 tang
gal 23 Maret 1988 atas Hak Milik Nomor : 35/Pamulang (ditegaskan oleh PT. !
WIDJOJO bukan Tanah Negara ataupun tanah dengan Hak Pengelolaan), Namu
sampai saat ini Sertipikat Hak Milik Balik nama atas nama kami belum diterimaka
kepada kami.

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1995 dan 29 April 2009 kami telah memohonka
penerimaan peralihan sertipikat kepada kami dan juga telah mengurus ljin Mei
dirikan Bangunan dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam rek
mendasi untuk itu pada tanggal tersebut kami mengajukan permohonan untuk p
nerimaan sertipikat Hak milik No. 35/Pamulang untuk di balik nama atas nan



_ kami, namun ]ustru pada tanggal 21 Oktober 2010 Pemermtah Kota Tangerang
' - mengajukan pengukuran. (Surat-terlampir) -
’ 5. Bahwa pada tanggal 29 September 2011 dilanjutkan Laporan Kepolisian tanggal 19
- April 2012 kami telah mengurus Sertipikat Hak Milik No. 35/Pamulang yang
dihibahkan oleh PT. S. WIDJOJO kepada kami karena hilang, selanjutnya diterbitkan
- sertipikat Penggantinya. Berdasarkan Rekomendasi tahun 1988 dan perjanjian
tahun 1986 dengan PT. S. WIDJOJO dengan Keuskupan Agung Jakarta ditegaskan
Sertipikat Hak Milik No. 35 yang dihibahkan kepada kami untuk sarana Pendidikan
TK/SD Mater Dei dahulu Strada Sanjaya, dengan persetujuan Keuskupan Agung
Jakarta.

6. Bahwa kami hadir dan berkarya di Pamulang diundang sebagai Mitra pemerintah
untuk melayani dan mengembangkan Pendidikan di Kompleks Pamulang yang
sampai pada saat itu masih memprihatinkan, belum seramai sekarang ini, demikian
dengan mengucap syukur kepada Allah, kami masih tetap dipercaya oleh ma-
syarakat untuk melayani Pendidikan di Kompleks Perumahan Witana Harja Pa-
mulang, jauh sebelum hadirnya pemekaran Provinsi Banten yang baru.

7. Bahwa Surat Keputusan Rekomendasi/Ijin Bupati KDH Tingkat Il Tangerang no. :
593.460/787-Um/1988 tanggal 23 Maret 1988 untuk fasilitas sosial bidang
Pendidikan Swasta kepada kami tentunya bukan merupakan pengalihan Kepe-
milikan kami kepada Pemerintah Daerah, namun Kepemilikan tetap oleh kami se-
bagai Badan Hukum yang menyelenggarakan Kegiatan Sosial Pendidikan Swasta
non-profit, semua maksud tujuan pendidikan murni untuk membantu perbaikan
pendidikan masyarakat secara jasmani dan rohani, yang bisa.memiliki tanah de-
ngan Hak Milik sesuai UUPA No. 5 tahun 1960 serta PP 38/1963.

8. Bahwa kami merasa sangat keberatan dan tidak menerima hahwa fasilitas ini din-
yatakan menjadi aset milik Pemerintah Daerah, padahal dari riwayatnya meru-
pakan pemberian cuma-cuma/hibah kepada kami, namun kami harus menyews
atau membayar retribusi sebesar Rp.47.403.000 (empat puluh juta empat ratus tige
ribu rupiah) per tahun kepada Pemerintah, setelah adanya pengembangan Provins
Banten yang baru. Sekolah kami ini berdiri sudah lebih dari 25 tahun di atas tanal
pemberian PT. S. WIDJOJO dan menjadi mitra Pemerintah melayani masyaraka
melalui pendidikan bagi rakyat menengah dan miskin, termasuk lembaga Bada:
Hukum sosial non-frofit.

9. Dengan rendah hati, kami mohon kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaa
Keuangan dan Aset Daerah, untuk dipertimbangkan kembali atas keputusan pe
nyewaan ini. Karena kami Badan Hukum/Lembaga Perkumpulan Sosial non Profi
yang memiliki tujuan sebagai mitra Pemerintah dalam upaya mencerdaskan anal
anak bangsa dan berkarakter kuat, sesuai motto Kota tangerang Seiatan "Cerda
Modern dan Religius”

Demikianlahlah surat tanggapan kami, semoga kami mendapatkan belaskasihan da
Pemerintah yang baru ini, sebab pelayanan kami dan perjuangan kami untuk melaya:
secara murni sosial non-profit, dan menjadi mitra Pemerintah sudah cukup lama. At
perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik kami mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,




Nomor : 022/YU-SAI/SKTRT/IX/36.15
Lanpiian Lo ' '
Perihal : Surat Keberatan Pembayaran

Kepada Yth, '

Bapak H.Uus Kusnaedl, 5,868

Kepala Dinas Pendapatan Peagelolaan Keuangan dan Aset Daerah
di Tempat

Assalamy alaikum Wr. Wb,

‘Salam silaturahmi kami sumpaikan tedring do's semoga Bapak senantiasa dalam bimbingan
Allah SWT serta sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Merujuk surat dari Kepala Dinas PPK & AD Nuiior: 032/1244-Aset/2015 tentany surat teguran
pertama tentang penyelesalan retribusl pemanfaatan asset daerah berupa Prasarana Sarana
Uliiilas - di komplek Vita Dago Pamulung, yang digunskan oleh Yayasan Umara untuk Sarana
Pendidikan, maka dengan Ini kami menyampaikan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa NJOP tansh yang terdekat dengan objek pajak dimaksud tahun pajak 2014,
sebesar Rp 464,000/m?, (Surat keterangan dari Kelurahan Benda Baru terlampir).

2. Bshwa lahun yang digunakan hanya seperdua dari luas langh yang dimeksud.
Selebihnya digunakan sebagal sarana umum dan parkir masyarakat sekitar komplek Vila
Dago Pamulang.

3. Bahwa kontribusi kami sebagai Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan di Kota
Tungerang Selatan, mohon diperlimbangkan sebagal mitra pemerintah dalam upaya
mencerdaskan anak-anak bangsa, sesual dengan motto Kota Tangerang Selatan”Cerdas,
Modern dan Refigius”. : "

Demikian surat ini kami sampalkan, atas perhatian dan kerjasamanya kam! ucapkan
terimakasih,

Wablllahittaufiq walhidayah
Wassalamu alaikum Hr?; wb.

Tangerang Selatan, Q7 Dzulgsidah 1436 H
21 Seplember 2015 M

PERGURUAN AL-ZAHRA INDONESIA,

rrcistur



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT il
TANGERANG

BEKOMNENDAST

PERIHAL
PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH FASILITAS SOSIAL

- Dalam rangke pelaksanasan tertid administrasi pertanshen dan
adanye kepestian hukum terhadap tanah~tanah Fasilites Sosial dikom=
plek perumehan KPR/BTN ataw Perum Perumnas yang peruntukannya telah

gitetapkan sebagai lokasi sarana Pendidikan, maka dengan memperhati
“ ken '

1. Permendagri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyershan Prasarana Ling
kungen, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumshan kepada Peme
rintah Daerah, yang tehnis pelaksansannya diatur dalam Keputusen
Menteri PU Nomar 20/KP1S/1986 tanggal 16 Jaenuari 1986 tentang =
Pedoman Tehnik Pembanguan Perumshgn Sederhana. Tidak Bersusun,

2, Advis Planning tentang peruntukkan tansh Fesilitas sosial
3, Izin Operasional bidang Pendidikan, '

Dengan ini, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG member],
‘kan persetujuan kepada 1 i :

Namnmn o 3 SUSTER ILUSIA DIPOYUDQ SEM.

Tampa#?égl. lehir : Jogyakaexrta, 17 Oktober 1921,

Jabateaen - ¢ Pimpinan SPM Cabang Jakarta. :
Alamat "1 Perumghan Pamilang Permasl Blok AX 14/7&8 Ciputaips

~ Untuk menggunekan tanah Fesilites Sosiasl seluas 3,00Q m2 yang her=
. lokasi dikomplek Perumshan Witana Harja, Desa Pamulang Barat, Ke -
maentren Pamulang, Keocamatan Ciputat, Kabupaten Daergh Tingkat II-
Tangereng ( sesual dengen dete tanah terlampir). Dengan ketentuan-

sebagal berikut 1 :

1. Tanah tersebut hanya dipsrgunakan untuk mendirikan bangunan Pen
didikan, sesual dengen Advis Plgnning dari Bappeda dengan syradb:

a. Bullding Coverage yang diizinken mgkgimgl 60 % dari luas areal
yeng dimohon, . :

b. Site Plan/Renoana.Bangunan sebelumnys harus diketahui ': . dgn-
disetujui oleh Pemda Tingkat II Tangerang Cq. Bappeda Ting ~
kat II Tangerang. ~

"2, Setelah dikeluarkan rekomendasl ini, Pemohon berkewajiban menye
lesailkan IMB kepada DPUK. Tingkat II Tangerang serta membayarl -
PHB kepads Instansi yang berwewenange

3. Untuk memperoleh Hak atas Tanah, Pemohon diwajibken memenuhi =

erayaraten yang ditetapkan delam rekomendasi ini serta keten =~
uanylain yagg menygngkut perolehan Hek atas tanah,

4. Status Tanah essescovens




L A s S N ;

be Status tana.h y&ng alcan diberikan kapada Perbm\pﬂan gtrada Cabang 'rangerang; '
adalah Hak Guna Baugprowa 20 tuhuu diuhw I{alc 1’9316'6101&&!1 Pemda. W‘t T

Tangerange

5+ Segala boban tiays akibab parolshan Hak ates tanali fersetmty tedk yang Yo
Tupa uang pemasukan kepads Kas Negara atau Kas Daarah, biaye pengulkuran dan
permohanan Hak serta blaya administrasi lainnys ditanggung sepenubnys oleh

6, Terhitung 3 (tiga) tulan satelsh tanggal dikelusrkannys surat Relcomandasi =
ini, Pemohan bexrkewejibén memenuhi persyaraten sebagaimsna terssntum pada
tutir 2 8/d 5 tersebut distas, dan apabila ternyata saupai dengsn tangsale
yang telah ditetapkan yang bersangkutan. tidak dapat memenubd persyaraten «

yang ditetapkan, makn Rekomendasi ini menjadi batal dan hak psngzguasn ta~
nah Fagilitas Sosial yang telah diserahkan kepeda Perkumpulan Strads Oabeng
Tangerang eken ditinjeu lﬂamb&lﬂ.

Demikian Surat Relmmeudasi ini, wituk dilaksanakan sebagaimma. mestinya
dan kepada yang berkepentingen dimohan bantusn sepenubnyss

DIKELUARKAN DI s TAN G ER AN G
PADA TANUGAL 1 23 MNARED 19884-

TEMBUSAN s Disampaikan kepada Ythj

1, Sdr. Katua Bappeda Tingkat II Tangerangs

2,
3.
4e
5e

Sdr. Kepala Kantow Agraria Kabe M. II Tangerang) |
Sdr, Kepals DFUK, Tingkat II Tangerang) .

Sdr. Kepala Dipanda Tingkst II Tangerangj

Sdr. Camat Keoamten Oiputaty

6o Sdr. Kepala Kemantren Pamuleng

To

Sdxre Kepala. Desa Pamlmg Barate




o) Batas-bates Tanah 1

- Sebelsh Utara
- Sebolah Sélafan
~ Sebelol Barat

- Sebelah Timur

t Tangh PTe Bumi Uwa Criya.
- Tangh

t Jalan Perumahan

¢ Jalan Perumahan

T NUHCR ¢ 5934460/767~Un/1988 TANGGAL 23 )(aret 1988.
s o TENTANG - :
I’ERSEI‘UJ’UM mnuammw mzm TASTLITAS SOSI.AI..
I.. Lomx TANAH,
a). Iuas Tansh ] 3.000 m2
b).Lokasi lelekPerumahanKPR/BﬂIHitanaHarde..
~ Doga, t Pamulang 'Ba:rat
! ~ Kemantren ¢ Pamulang ’
i ~ Keoamatan t Ciputat
i = Kabupaten 8 Dasrah Tingkat IT Tangerang.

TI. STATU3S TANAH,

a)e Status Pemilikan s Sebagian tanah Fasilitas Bosial yang diserahk
dari Perusahasn Perumahan ( PIy 8. Widjoyo)
kepada Pemds Tingka’ II Tangarang wntuk mendi
riken bangunan sarans Pendd.d.umn

+ Alan disershlan kepada Perhmpulan Strada ca
bang Tangerang untuk mendirikan Bangwnan
didikmdenamperh;wmgméo%mmmmm
Coverage dan 40 % Pertamanime

b)s Penggumaan tanah
Selan jutnya

Damildiun Lampiran ini, wntuk dipsrgsunakan sepexlunya dan apabdla «
termyata dikeumudian hari terdapat keksliruan dida.lmmwa akan diadakan pe
Tubghan seperlunyze

’ ' DIKELUARKAN DT ¢ PANGER AN G
- PADA TANGGAL 1 23 MARET 1988.-

Disampaikan kepada Ythj

Katua Bappeda Tingkat II Tangerangj

Kepala Kantor Agraria Kabe DTe II Tangerang
Kepala DFUK, Tingkat II Tangerangj

Kepala Dipenda Tingkat II Tangerang}

Camat Kecamaten Clputatj

Xopala Kemantren Pamulang)

Kopala Doss Pamulsng Bavate

EVBUSAN s
1o Sdre
2, 8dxe
3. 84r.
4 Sdx.
5¢ SAxe
6. Sdro
Te 8dxe

T R
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VAYASAN STRADA TANGERA:

LOKASI
PERUM WINATA HAI

DESA ' PAMULANG BARA’
KECAMATAN : (IPUTAT

V.ABUPATEN :TANGERANG

CATATAN
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JALAN DAAN MOGOT NO 53 TILPON NG 24864 24865. 24866, 23774 ,233:3;3;4062 uoos
TA N GE R A N G ’

——

Nomor 1 593.5/5847-Un/1989 Temgerang,  Désember 1989,-
Lampiran 3 - : - B -
Perihal s Penetapan biays HGB 20 Tghun =~ , Ke .p a.da
diatas_ HPL Pegda.. —-———-—-«-——- . Y’th. SdI, LT gy
6y - )
O LS T ART
Berdasarkan ;
o a, Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang. Nomor
ik ta,nggal Y ol - tentang

LAY O,

b, Surat Keputusan Bupati Kepala. Daerah Tingkat II Tangerang Nomor §9
/SK 136-Um/1988 tanggal 24 Oktober 1988 tentang: Ketentua.n besarnya
uang penggantian biaya atas penyarahan Hak Guna. Bangunaﬁ’ZO Tahun d
Hak Pakai 10 Tahun diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Kahupaten Dasr
Tingkat II Tangerang. g

Dengan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Tangerang menetagkan besart
biaya yang harus disetorkan oleh 331 Star ucin o/, ATNeCan,
kepada Pemda Tingkat II Tangerang; atas Penyeraha.n Hak Guna Bang‘unan B
Tahun-dictas Ha.lc Pengelolaa.n Pemda,. Tingkat II Tar.gera.ng Sut!esar :
M2 x Rp. Aoncs 34"4'-. ; = Rpes. _ EHL D, -

), dengan Ketentuan aebagal berikut }

1s Penyetoran pertama aebesar 40 % dari jumlah wajib setor,fmaitu
Hp‘ 1 A‘QQVO(‘O faned

harus sudah diterima selambat—-l‘d.mbatm/a ‘ba,nggal 1 Ja.rmaﬁ 1990, me
lui Dinas Pendapatan Daersh Kabupaten Da,era.h Tir‘%kat 11 'Iiangerang

Sedangkan sisanys sebesar Rp, _ 2%, 7.
) dapat dicicil selama 24 Bu_larz terhitung

Bulan Januari_1990._ ‘ i

2, Sertifikat HGB 20 Tahun éiatas HPL Pemda Tiongkat. II Tanaiara.ng, b
dapat diserahkan getelah uang setoran dibayar lunas sebagaimana
cantum pada butir 1 te. M diatasp

3, Setelah dilaksanakan pemiayaran tahap pertama, maka seaagal bulct
nyerghan HGB 20 Tehun diatas HPL Pemda Tingkat II Tangerang dan ¢
gal dasar untuk’mendapatkan aertifikatnya, akan dikeluarkan Surat
putusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang, tentang hal te
but diatas melalui Bagian Umum Setwilda Tingkat II Tangerang.

co e




T R AT tew o

4, Apabila Pihak Yayasan . SPMt Gabar\g Jaiurte A ~tidak
memeruhi ketentuan sebagaimana diatur padd Butir 1 tersab it diatas,
akan berakibat batalnyd Hekomendasi yang telah kami sampaikan ‘déan
Tanah Fasilitas Sosial dimaksud kembali menjadi Asset -Daerah,

Demikian agar menja.di maklum, untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya,~-

jm:ﬁ 480641 511.

)

TEMBUSAN ¢ Diaampaikan kepada Yth

1. Sdr, Kepala. Badan Pertanahan Nasional Kabu 7 'l;en
_ Daerah Tingkat II Tangerang 3 2

2, Sdr, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tangerang j

3, Sdr, Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tlngkat 11
Tangerang j;

4, Sdr, Kepala Bagian Umm Sejwilda Tingkat II
Tangerang ;

5.4 r 8 1 pe-




L Tusn / < . o E
fevima'dari Nyonya, .»- /€ Z/Jé/"-/"f} A%,

..... N Kontrot ©
Seli . .

: P
Alamat . ﬁ///"

. No._Korilé:k:

Uang Lanvaknva

Untuk pembayaran : .
. ...Biaya Pemasangan baru ... e

Biaya Penambahan Daya oo e oo

Biaya Perubahan Nama/turip ...

Uang Jaminan Langganan ...................(

METBIal oottt

Perusahaan Umum Listrik Negars
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang

d "CABANG: %y
= SIS0 e T T 00.63¢
1 PENGENAAN BEA METIKAINYA SEZLIAY i‘;ENGAN? .
) U.U. NOMOI 13 TAHUN 1985 :
Kultans! dlanggap syah setelah ada cap kas rﬁqlstur :
. "EMERINTAH KABUPATEN DAERAH
@t TINGKAT 1l TANGERANG 4
DINAS PENDAPATAN PR3Nk
: . " Model : Bend 2¢
TANDA BUKTI PENERIMAAN e _
it " Kembar: I/T/TVIV
Noinor: B o8
Bendaharawan khusus pencrima pada DINAS PENDAP. TAN DAERAH KAB. DT. I TANGERANG: telah menerima van
Sembilan belas Jjuta lima ratus - .
sebesar Rp. 19.599, 600, ~
. - / ._ .94 .)9‘9. T / .. serbilan puluh sembilon ribu
Dan Nama BINMPINAN SPH. CABAN WA
Alamat .. CIP(HAT . TANGERANG
Sebagai pembayacan . . Biaye  HOB 20 Tehun diates HPL PEMDA TK.II TANGERAKG.
Setoran 40 % dari Rps 48:999,000,-
. Setor dengan, Cel  BANK UNMUM NASIOR
+ .
. No,. 019652, Tgl.. 19 Nei 1990. .
Avyat Perierimaan. A

132,203

CATATAN ,,Zéé?}




BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il
TANGERANG |

REKOMENDASI

No. 421,1/1023-Kesra/88.
PRRIBAL

IJIN OPERASIONAL TK STRADA SANCAYA.

Sehubungan dengan surat dari Perkumpulan Strada Cabang Tangérang,tanggal

25 Maret 1988, nomar 024/1.0/3CT/II1/88, setelah disdakan penelitian seperlt
nyr dengan wemperhatikan :

L

Rekomendasi dari Kepalm Desa Pamulang Daral, tanggal 15 April 1987, no-
wmor 421.1/474/62/Ds.PB/BT. v

Rekomendasi dari Kepala Kemantren Pamulang, tanggal B April 1987, nomo:
420/58/1V/Kem.P1lg/87. .

Rekomendasi dari Ke Kan Dep Dik Bud Wilaysh Propinsi Jawe Barat Kanto
Kabupaten Tangerang, tanggel & Juli 1987, nomor $50/1.02.4/1.87.
Advis Planing dari Bappeda Kabupaten Dasvan Tk I1 Tangeiaog, tangga
5 Desember 1987, nmomor %93,242,13/%569-BappedadB].

Depgan 1ul kami pada prinsipnyn tidak kebveratsn «bes tegiatmn pendidikan
3UHADA SANJAYA di Desa Pwulang Bavut, Kenontiren Famalang ceoan el inibaign
sIepagal harikut

1

Al

Dengan adanya pendidikan Trn .RADA SANJAYA berarti daput oedbantu pr.
gram Pemerintah dalam bidens pendidiken dein. sangat dirasalan manCaatiy
bagi magyarakat Dess Pamulang Barat pada khususnhya serta masyarskal F
rantren Pamulang Tangerang pada wmumye, .

TK STRADA SANJAYA telah memiliki tanah, bangunan (Gedung Sekoleh dan ¢
rana pendidikan sendiri,

1K STRADA SANJAYA wmempunyail tenaga péngaja.r yang memenuhi persyaratan

TE STRADA SANJAYA telah memenuhi ketentuar dan persyaratan untuk dibe:
kan Ijin Operasional,

TR STRADA SANJAYA diharuskan segera mengurus Ijin Menrdirikan Bangun=n
{ IMB ) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab, DI II Tangerang.

Gemikian durat Kekomendasi ini dibuat untuk dipergunskan seperlunya de

savatan akan dicabut kembali apabila terdapat kekellruan dalam pengguna
ayé. .

‘J
Tangerang, 8 tarat 1988,

BUPATF KEPALA 1AERA TINGKAT T
: '{&NGE}RA‘NG‘

o~
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OCLUL Al dCpCits L yauy

SETORAN

Setoran seperti ini yang terakhir

ke......... dalam tahun ._o e telah dilakukan pada tanggsl:
Nomor: .. et

Kepada Kas Daerah Propisi . .. ........ | ... ..ic.... .. I * .. . Lo
Pembantu Kas Daerahdi ...........

—F;v!n:n::_» uang mnca..»- zv_ \ Nuuoﬁm.o ,90.. N e g __
(dengan huru) : Luaratus tigabelderiou Tujuliratus Lipep :
e e
Yaw . .. Biaya penfawdsan,pengukurand 85 ipend

............... an. SR, UNSULALUSIA DIFOYOL4SE: 3

g .o.‘m.,.a..”....\
50 B 3 4

m:,w .n. .

Kepala Pembukuan

CATATAN :

EY3
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UANG TERSEBUT TELAN KAMI TERTHA Mengetahui ;
§ Stafﬁ/¥E$ekonomian
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